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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5058); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3859);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 

2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4193); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009; 

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang 

Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 

8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 
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9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 

HK.003/A.1/KB/BMG-2006 tentang Tata Cara Tetap 

Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang–undangan 

di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika; 

10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan 

Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai 

Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, 

Dan Geofisika 

 
 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,  

DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN 

GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN 

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN 

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. 

 

  Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 20 

Pejabat yang berwenang memberikan, memperpanjang, dan 

membatalkan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 yaitu: 

a. Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV;atau  

b. Kepala Biro bagi PNS mulai dari golongan III ke bawah  

 

 

 

 






